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BUPATIKEBUMEN 

PERATURANBUPATIKEBUMEN 

NOMOR 42 TAHUN2011 

TENTANG 

PENGGUNAAN JASA PRODUKSI PERUSAHAAN DAERAH APOTEK LUK ULO 
KABUP A TEN KEBUMEN 

Menimbang 

Mengingat 

DENG AN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUP ATl KEBUMEN, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk 
Ulo Kabupaten Kebumen bahwa bagian Laba Bersih untuk Jasa Produksi 
diatur dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Jasa 
Produksi Perusahaan Daerah Apotek Luk mo Kabupaten Kebumen; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahuo 1950 tentang Pembentu.kan Daerah­
daerah Kabupaten daJam Linglrungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor JO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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Menetapkan 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mu1ai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Presiden Nomor l Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang­
undangan; 

l 0. Peraturan Daerah Kabupaten Keburnen Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Penge1olaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 ); 

11 . Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2008 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 22); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen 
Kabupaten Keburnen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Keburnen Nomor 45); 

MEMUfUSKAN : 

PERATURAN BUPAT[ TENTANG PENGGUNAAN JASA PRODUKS[ 
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KEBUMEN 
KABUPATEN KEBUMEN. 

Pasal 1 

Besamya Jasa Produksi ada1ah I 0% (sepuluh persen) dari laba bersih 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen sete1ah dikurangi 
pajak. 
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Pasal 2 

Persetujuan penggunaan Jasa Produksi oleh Bupati dapat dilaksanakan secara sekaligus pada saat 
disahkannya perhitungan tahunan perusahaan oleh Bupati dalam hat pada lampirannya telah 
memuat alokasi nominal pembagian laba bersib perusahaan pada tablDl yang bersangkutan. 

PasaJ 3 

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l diberikan kepada : 
a. Dewan Pengawas; 
b. Direksi ; dan 
c. Pegawai; 
pada Perusahaan Daerah Ban1c Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen. 

PasaJ 4 

Pembagian Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 1 diatur dengan Keputusan Direksi 
dengan persetujuan Dewan Pengawas dengan mengacu pada pertimbangan jabatan dan kinerja 

PasaJ 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga) diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahk:an pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal ?3 r"'( + rf 1 

BUPA.TI KEBUMEN, }'6'--
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t- BUY AR WINARSO ~ · ,~ 

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI 
OLEH BAGIAN HUKUM 


